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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa otonomi daerah seperti saat ini, masing-masing daerah 

mendapat keleluasaaan agar dapat mengatur serta mengurus rumah 

tangganya. Hal ini bertujuan  agar mampu mempererat  pelayanan 

pemerintah terhadap masyarakat, selain itu hal ini juga dapat menciptakan 

persaingan antar daerah yang dapat memicu hadirnya inovasi pada setiap 

daerah. Adanya hal tersebut, besar harapan terhadap pemerintah daerah 

untuk dapat menambah sumber-sumber keuangan yang tentunya dapat 

menunjang kebutuhan pendanaan pemerintah serta pembangunan pada 

daerahnya masing-masing dapat terpenuhi dengan jalan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD).  

Pamudji dalam Modul Akuntabilitas Publik (2018: 74) 

mengemukakan terkait kedudukan satu dari sekian sumber keuangan daerah 

yaitu Pendapatan Asli Daerah ialah sebagai berikut:  

Pemerintah daerah sejatinya tidak akan mampu menjalankan tugasnya 

dengan cepat dan tepat tanpa adanya dan yang cukup untuk dapat 

memberikan pelayanan pada masyarakat serta melaksanakan 

pembangunan. Oleh karena keuangan menjadi satu dari sekian faktor 

penentu untuk bisa mengetahui sejauh mana pemerintah daerah 

mampu menjalankan rumah tangganya sendiri. (Sakti, 2018) 

Hal yang dijadikan sebagai sumber pembiayaan yang cukup kursial di 

setiap daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah. Perihal pajak daerah Kabupaten 

Garut mempunyai Perda terkait Pajak Daerah. Dalam Perda Kabupaten 

Garut Nomor 1 Tahun 2016 perihal Pajak Daerah memaparkan 
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bahwasannya Pajak Daerah, yang kemudian dapat dikatakan pajak ialah 

kontribusi atau peran serta pada daerah yang wajib yang kemudian terhitung 

oleh individu atau lembaga yang sifatnya menuntut, serta imbalannya tidak 

didapatkan secara langsung yang sejatinya dimanfaatkan bagi keperluan 

daerah dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepentingan seluruh 

rakyat.  

Berdasarkan Perda No 1 Tahun 2016 yang membahas perihal Pajak 

Daerah menyebutkan terdapat sebelas jenis pajak daerah yang kemudian 

dapat dipungut oleh pemerintah Kabupaten Garut ialah diantaranya : (1) 

Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) 

Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) 

Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, (11) Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan. (Perda Kabupaten Garut, 2016) 

Pajak Restoran ialah pajak pada berbagai pelayanan yang disuguhkan 

dari pihak restoran itu sendiri. Pajak restoran di Kabupaten Garut  diatur 

pada Perda No 1 Tahun 2016. Pajak restoran mempunyai objek yaitu berupa 

pelayanan yang disediakan oleh restoran itu sendiri. Pelayanan restoran 

yaitu berupa pelayanan atas pemasaran dari restoran itu baik itu makanan 

ataupun minuman minuman yang kemudian dikonsumsi atau dimakan oleh 

pembeli, yang kemudian dikonsumsi atau dimakan di tempat pelayanan 

(restoran) ataupun di tempat lain. (Perda Kabupaten Garut, 2016) 
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Kabupaten Garut yang menjadi satu dari sekian daerah yang 

disediakan keleluasaan untuk dapat mengatur serta menjalankan rumah 

tangganya sendiri. Adanya hal tersebut besar harapan untuk Kabupaten 

Garut untuk dapat memelihara serta dapat memaksimalkan apa apa yang 

menjadi potensi seperti sumber daya untuk kelangsungan dan kemajuan 

daerah. Potensi yang terdapat di Kabupaten Garut satu dari sekiannya ialah 

pariwisata, Kabupaten Garut mempunyai objek wisata yang banyak dan 

bermacam-macam yang dimana didalamnya tidak terlepas dari berbagai 

restoran dan rumah makan. 

Tabel 1.1  

Data Jumlah Wajib Pajak Restoran Kabupaten Garut Tahun 2016-2020 

No Tahun 
Jumlah Wajib 

Pajak 

1 2016 228 

2 2017 243 

3 2018 284 

4 2019 296 

5 2020 251 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab.Garut 2016-2020 (Data diolah) 

Merujuk pada uraian tabel data jumlah wajib pajak restoran diatas, 

terlihat jumlah wajib pajak restoran di Kabupaten Garut mengalami 

peningkatan pada kurun waktu 4 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2016 

berjumlah 228 wajib pajak, pada tahun 2017 berjumlah 243 wajib pajak , 

pada tahun 2018 berumlah 284 wajib pajak dan tahun 2019 berjumlah 296 

wajib pajak, namun pada tahun 2020 jumlah wajib pajak restoran di 

Kabupaten Garut mengalami penurunan dan hanya berjumlah 251 wajib pajak 

restoran. 
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Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut satu dari 

sekiannya ialah dari pajak restoran. Pajak restoran yang merupakan satu dari 

sekian sumber penerimaan yang potensial apabila dimaksimalkan. Adapun 

pertumbuhan penerimaan pajak restoran dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.2  

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Garut Tahun 

2016-2020 
 

 

 

 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab.Garut 2016-2020 (Data diolah) 

Berdasakan rincian tabel tersebut, terjadi peningkatan target pajak 

restoran pada tahun 2017 dari yang sebelumnya Rp.9.700.000.000,00 menjadi 

Rp. 11.000.000.000,00 selain itu target pajak pada tahun 2019 mengalami 

peningkatan yang sangat pesat dari yang awalnya tahun 2018 

Rp.12.100.000.000,00 meningkat menjadi Rp.16.000.000.000,00. Namun 

target penerimaan pajak restoran pada tahun 2020 mengalami penurunan, 

yang awalnya Rp.16.000.000.000,00  menjadi Rp. 11.595.195.182,00 selain 

itu realisasi pajak restoran tahun 2020 pun ikut menurun menjadi 

Rp.12.768.569.352,00 dari yang sebelumnya pada tahun 2019 yaitu sebesar 

Rp.19.768.569.352,00. 

Berdasarkan observasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Garut, peneliti menduga Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Garut 

belum optimal. Hal tersebut terlihat pada jumlah wajib pajak restoran yang 

TA Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

2016 9.700.000.000,00 10.288.435.756,00 106 

2017 11.000.000.000,00 11.831.635.663,00 107 

2018 12.100.000.000,00 15.809.913.283,00 130 

2019 16.000.000.000,00 19.382.407.747,00 121 

2020 11.595.195.182,00 12.768.569.352,00 110 
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mengalami penurunan pada tahun 2020 selain itu target serta realisasi pajak 

restoran pun terdapat penurunan  pada tahun yang sama yaitu pada tahun 

2020. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Garut” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut, peneliti 

mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Menurunnya jumlah wajib pajak restoran Kabupaten Garut pada Tahun 

2020 dari yang sebelumnya berjumlah 296 wajib pajak menjadi 251 

wajib pajak. 

2. Menurunnya target Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Garut pada 

Tahun 2020 dari yang sebelumnya Rp.16.000.000.000,00 menjadi 

Rp.11.595.195.182,00 

3. Adanya penurunan penerimaan terlihat dari menurunnya realisasi Pajak 

Restoran Kabupaten Garut Pada tahun 2020 dari yang sebelumnya 

Rp.19.382.407.747,00 menjadi Rp.12.768.569.352,00 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Garut ? 

2. Bagaimana penerimaan pajak restoran di Kabupaten Garut berdasarkan 

dimensi penerimaan pajak yaitu kejelasan ? 

3. Bagaimana penerimaan pajak restoran di Kabupaten Garut berdasarkan 

dimensi penerimaan pajak yaitu kebijakan pemerintah ? 
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4. Bagaimana penerimaan pajak restoran di Kabupaten Garut berdasarkan 

dimensi penerimaan pajak yaitu sistem administrasi ? 

5. Bagaimana penerimaan pajak restoran di Kabupaten Garut berdasarkan 

dimensi penerimaan pajak yaitu kualitas pelayanan ? 

6. Bagaimana penerimaan pajak restoran di Kabupaten Garut berdasarkan 

dimensi penerimaan pajak yaitu kesadaran serta pemahaman warga 

negara? 

7. Bagaimana penerimaan pajak restoran di Kabupaten Garut berdasarkan 

dimensi penerimaan pajak yaitu kualitas petugas pajak ? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin 

dicapai ialah sebagai berikut : 

1. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan penerimaan pajak restoran di 

Kabupaten Garut. 

2. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak restoran di Kabupaten 

Garut berdasarkan dimensi penerimaan pajak yaitu kejelasan. 

3. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak restoran di Kabupaten 

Garut berdasarkan dimensi penerimaan pajak yaitu kebijakan pemerintah. 

4. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak restoran di Kabupaten 

Garut berdasarkan dimensi penerimaan pajak yaitu sitem administrasi. 

5. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak restoran di Kabupaten 

Garut berdasarkan dimensi penerimaan pajak yaitu kualitas pelayanan. 



 
 

7 
 
 

6. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak restoran di Kabupaten 

Garut berdasarkan dimensi penerimaan pajak yaitu kesadaran serta 

pemahaman warga negara. 

7. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak restoran di Kabupaten 

Garut berdasarkan dimensi penerimaan pajak yaitu kualitas petugas 

pajak. 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menyebarkan manfaat untuk dapat 

mengembangkan keilmuan juga pada penerapannya. Adapun kegunaan dari 

penelitian ini ialah diantaranya : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini berharap bisa menjadi satu dari sekian cara untuk dapat 

menambah serta memperbanyak  ilmu pengetahuan, wawasan, serta 

pemahaman yang lebih detail dan mendalam lagi terkait dengan 

Administrasi Publik secara garis besarnya, dan khususnya terkait dengan 

Administrasi Keuangan Daerah, Pajak, serta Pajak Daerah terkhusus 

Pajak Restoran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini ialah sebagai satu dari sekian persyaratan dalam 

merampungkan pendidikan sarjana pada prodi Administrasi Publik 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Islam Negeri 

Sunan Gunung Djati Bandung. Peneliti bisa mendalami terkait 
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penerimaan pajak restoran di Kabupaten Garut dari tahun-tahun 

sebelumnya.  

 

 

b. Bagi Instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah 

Kabupaten Garut khususnya pada Badan Pendapatan Daerah, terkait 

dengan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Garut. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi peneliti 

lainnya dalam usaha dalam menambah serta memperluas ilmu 

pengetahuan serta wawasan terkait hal hal yang diperlukan untuk 

menganalisis suatu kejadian ataupun fenomena yang terjadi pada 

Administrasi Publik khususnya pada ranah Administrasi Keuangan 

terkait keuangan pemerintan daerah serta dapat menjadikan 

perbandingan teori dengan yang didapati sebelumnya dari penelitian 

lainnya, untuk dapat menjadi tolak ukur atau pedoman dalam studi 

lanjutan ketika akan melaksanakan penelitian dengan topik yang 

serupa dengan lebih mendetail. 

F. Kerangka Pemikiran 

Pajak ialah pungutan yang ditujukan untuk masyarakat Indonesia yang 

sifatnya memaksa, yang dimana  imbalannya tidak didapatkan secara 
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langsung melainkan dipergunakan guna kepentingan umum.(Mardiasmo, 

2011) 

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa badan atau individu 

mempunyai kewajiban untuk senantiasa selalu membayar pajak, hal itu 

diperlukan supaya pemerintah bisa menjalankan roda pemerintahan dengan 

sebagaimana mestinya.  

Pamudji dalam Modul Akuntabilitas Publik mengemukakan terkait 

kedudukan satu dari sekian sumber keuangan daerah yaitu Pendapatan Asli 

Daerah ialah sebagai berikut:  

Pemerintah daerah sejatinya tidak akan mampu menjalankan tugasnya 

dengan cepat dan tepat tanpa adanya pemasukan yang cukup untuk 

kemudian dapat memberikan pelayanan pada masyarakat serta 

menyelenggarakan pembangunan. Maka dari itu keuangan ini menjadi 

satu dari sekian faktor penentu untuk bisa mengetahui sejauh mana 

pemerintah daerah mampu menjalankan rumah tangganya sendiri. 

(Sakti, 2018) 

 

(Rahayu, 2006) mengemukakan dimensi penerimaan pajak ialah 

diantaranya : 

1. Kejelasan 

2. Kebijakan pemerintah 

3. Sistem Administrasi 

4. Kualitas Pelayanan 

5. Kesadaran serta Pemahaman Warga Negara  

6. Kualitas Petugas Pajak 

Pajak Restoran adalah pajak atas setiap pelayanan yang disiapkan oleh 

restoran itu sendiri. Pajak restoran di Kabupaten Garut  diatur pada 
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Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Pajak Restoran. Adapun 

objek pajak restoran itu sendiri ialah berupa pelayanan yang disediakan oleh 

pihak restoran itu sendiri. Pelayanan restoran dapat berupa pelayanan 

pemasaran makanan dan/atau minuman yang kemudian akan dikonsumsi 

atau dimakan oleh konsumen, baik itu dikonsumsi atau dimakan di tempat 

pelayanan (restoran) ataupun di tempat lainnya (diluar restoran). (Perda 

Kabupaten Garut, 2016) 

 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

 

Keuangan Daerah 

(Hamsiah, 2019) 

 

Pajak Daerah 

(Mardiasmo, 2011) 

 

Penerimaan Pajak  

Rahayu (2006) : 

1. Kejelasan 

2. Kebijakan Pemerintah 

3. Sistem Administrasi 

4. Kualitas Pelayanan 

5. Kesadaran Warga Negara 

6. Kualitas Petugas Pajak 

Gambar 1.1  

Kerangka Pemikiran 


